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Abstract. This study examines the phenomenon of the 2025 Demonstration: The Asset Confiscation Bill as 

a Pillar of Preventing State Financial Fraud, a form of public pressure for the urgency of regulations 

capable of strengthening state financial governance. The Asset Confiscation Bill is considered important 

because it provides a legal basis for the state to confiscate and return assets resulting from criminal acts, 

even though the perpetrators can no longer be punished criminally. Through the method of literature 

analysis, this study examines various academic references, regulations, and media reports to understand 

the dynamics of the demonstration, the urgency of regulations, and their implications for fraud prevention 

efforts. The results show that the 2025 Demonstration demanding the ratification of the Asset Confiscation 

Bill reflects a collective public awareness of the urgency of strengthening regulations in eradicating state 

financial fraud. This bill is considered crucial because it presents a new paradigm for eradicating 

corruption through a follow-the-money approach that emphasizes the return of assets obtained from crime 

to the state. The existence of this bill is expected to be a key pillar in fraud prevention, because it can 

provide a more tangible deterrent effect by eliminating the opportunity for perpetrators to enjoy the 

proceeds of their crimes. If the Asset Confiscation Bill can be passed and implemented consistently, 

transparently, and accountably, Indonesia will have a strong legal foundation to prevent fraud and build a 

cleaner and more integrated national financial system. 
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Abstrak. Penelitian ini membahas fenomena Aksi Demo 2025: RUU Perampasan Aset sebagai Pilar 

Pencegahan Fraud Keuangan Negara sebagai bentuk desakan publik terhadap urgensi regulasi yang mampu 

memperkuat tata kelola keuangan negara. RUU Perampasan Aset dianggap penting karena memberikan 

landasan hukum bagi negara untuk merampas dan mengembalikan aset hasil tindak pidana, meskipun 

pelaku tidak lagi dapat dihukum secara pidana. Melalui metode analisis literatur, penelitian ini menelaah 

berbagai referensi akademik, regulasi, serta laporan media untuk memahami dinamika Aksi Demo, urgensi 

regulasi, dan implikasinya terhadap upaya pencegahan fraud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aksi 

Demo 2025 yang menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset mencerminkan adanya kesadaran kolektif 

masyarakat terhadap urgensi penguatan regulasi dalam memberantas fraud keuangan negara. RUU ini 

dianggap krusial karena menghadirkan paradigma baru pemberantasan korupsi melalui pendekatan follow 

the money yang menitikberatkan pada pengembalian aset hasil kejahatan kepada negara. Keberadaan RUU 

ini diharapkan menjadi pilar utama dalam pencegahan fraud, karena mampu memberikan efek jera yang 

lebih nyata dengan menutup peluang pelaku menikmati hasil kejahatannya. Apabila RUU Perampasan Aset 

dapat disahkan dan dijalankan secara konsisten, transparan, dan akuntabel, maka Indonesia akan memiliki 

fondasi hukum yang kuat untuk mencegah fraud serta membangun sistem keuangan negara yang lebih 

bersih dan berintegritas. 
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LATAR BELAKANG 

Fenomena korupsi dan tindak pidana keuangan di Indonesia telah menjadi isu 

krusial yang terus menghantui perjalanan bangsa. Kerugian negara akibat praktik korupsi, 

penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang tidak hanya menghambat pembangunan, 

tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Shintawulan et al., 

2024). Data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa nilai kerugian negara akibat 

praktik fraud keuangan mencapai angka yang signifikan setiap tahunnya. Kondisi ini 

menuntut adanya instrumen hukum yang lebih tegas dan komprehensif untuk menutup 

celah yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan (Bahri, 2024; Kaban & Kholiq, 

2025). 

 
Gambar 1. Pemetaan Kasus Korupsi 2023 

Sumber: ICW, 2023 

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa laporan tindakan fraud atau lebih dikenal 

kasus tindak pidana korupsi di Indonesia pada tahun 2023 terjadi diberbagai sektor, di 

mana salah satunya adalah sektor pendidikan yang menempati urutan kelima (ICW, 

2023). Pada laporan tahun 2023 kasus tindak pidana korupsi terjadi pada 21 sektor dengan 

meliputi sektor seperti desa dengan 187 kasus, pemerintahan 109 kasus, utilitas 103 

kasus, perbankan 65 kasus, pendidikan 58 kasus, kesehatan 44 kasus, sumber daya alam 

39 kasus, agraria 29 kasus, sosial kemasyarakatan 28 kasus, dan terakhir kepemiluan 17 

kasus (ICW, 2023). 

Dalam konteks ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset hadir 

sebagai salah satu instrumen hukum yang diharapkan mampu memperkuat upaya 
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pemberantasan korupsi di Indonesia (Laia & Yusuf, 2025). RUU ini menitikberatkan 

pada mekanisme penyitaan dan perampasan aset yang diduga berasal dari tindak pidana, 

meskipun pelaku utama tidak lagi dapat dihukum karena alasan hukum tertentu, seperti 

meninggal dunia atau melarikan diri. Dengan demikian, negara tetap memiliki dasar 

hukum yang kuat untuk mengembalikan kerugian keuangan negara (Faisol et al., 2025; 

Qadri et al., 2025). 

Namun, perjalanan pembahasan RUU Perampasan Aset tidaklah mulus. Perdebatan 

panjang di legislatif menimbulkan kesan adanya tarik ulur kepentingan politik dan 

ekonomi di balik pengesahannya (Suhanda et al., 2024). Kelompok masyarakat sipil, 

akademisi, hingga mahasiswa menilai bahwa lambannya pembahasan RUU ini 

mencerminkan kurangnya komitmen politik dalam memperkuaaksi demot sistem hukum 

untuk menindak tegas praktik fraud. Dari sinilah muncul gelombang nstrasi pada tahun 

2025 yang menuntut segera disahkannya RUU Perampasan Aset (Najib, 2023; Ayu et al., 

2025). 

Aksi demo 2025 menjadi sorotan nasional karena melibatkan berbagai elemen 

masyarakat, terutama mahasiswa yang sejak lama dikenal sebagai agen perubahan sosial. 

Mereka menilai bahwa tanpa adanya RUU Perampasan Aset, upaya pencegahan dan 

pemberantasan korupsi akan terus berjalan setengah hati (Hannan & Busahwi, 

2021). Demo ini tidak hanya sekadar bentuk protes, melainkan juga gerakan moral yang 

menuntut kepastian hukum agar keuangan negara terlindungi dari kejahatan sistematis. 

Selain itu, Aksi Demo ini memperlihatkan kepedulian generasi muda terhadap masa 

depan bangsa. Mahasiswa dan masyarakat yang turun ke jalan membawa narasi bahwa 

pengesahan RUU Perampasan Aset adalah langkah strategis dalam memperkokoh pilar 

integritas keuangan negara. Mereka mengingatkan bahwa pencegahan fraud tidak cukup 

hanya dengan mekanisme pengawasan, tetapi juga harus diperkuat dengan regulasi yang 

mampu menjerat aset hasil kejahatan agar tidak kembali berputar di pasar ekonomi 

(Rizkyta & Ningsih, 2022). 

RUU ini dianggap sebagai pilar penting dalam mencegah fraud karena mHamson 

& Makkah, 2021emberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memastikan bahwa hasil 

kejahatan tidak bisa dinikmati oleh siapapun (Siregar & Sitorus, 2022). Prinsip follow the 

money menjadi dasar logika hukum dalam perampasan aset, sehingga fokus penegakan 
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hukum bukan hanya menghukum individu, melainkan juga mengembalikan kerugian 

negara secara nyata (Kholiq & Grigorius, 2021; Faisol et al., 2023). Hal ini sejalan dengan 

praktik hukum di banyak negara maju yang telah lebih dahulu menerapkan mekanisme 

asset recovery untuk melawan kejahatan finansial. Lebih jauh lagi, Aksi Demo 2025 juga 

menyoroti bahwa keterlambatan pengesahan RUU Perampasan Aset dapat membuka 

ruang semakin besarnya praktik fraud di sektor keuangan negara. Hal ini dikarenakan 

para pelaku merasa adanya kelemahan hukum yang bisa mereka manfaatkan. Oleh karena 

itu, desakan publik melalui demonstrasi menjadi momentum penting untuk menegaskan 

bahwa masyarakat tidak lagi mau berkompromi dengan segala bentuk tindak pidana yang 

merugikan negara (Herman et al., 2023; Fuadi et al., 2024). 

Selain aspek hukum, aksi ini juga menjadi refleksi dari krisis kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga negara. Masyarakat menilai bahwa ketiadaan RUU ini 

mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah dan legislatif dalam memberikan 

perlindungan terhadap uang rakyat (Damanik et al., 2025). Oleh karena itu, demonstrasi 

bukan hanya sebatas protes, tetapi juga sarana untuk mengingatkan pemerintah bahwa 

suara rakyat adalah pilar utama dalam demokrasi. Lebih jauh, Aksi Demo 2025 ini 

diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif bahwa pencegahan fraud keuangan 

negara bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tanggung jawab 

bersama seluruh elemen masyarakat (Salmon, 2024). Dengan adanya regulasi yang kuat, 

didukung oleh partisipasi publik, maka peluang untuk menciptakan tata kelola keuangan 

negara yang bersih, transparan, dan akuntabel yang semakin meningkat (Nugraha, 2022; 

Aprilla et al., 2024). 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode analisis literatur dengan pendekatan kualitatif 

(Waruwu, 2023). Metode ini dipilih karena topik mengenai Aksi Demo 2025: RUU 

Perampasan Aset sebagai Pilar Pencegahan Fraud Keuangan Negara berkaitan erat 

dengan wacana akademik, dokumen regulasi, serta data empiris yang telah dipublikasikan 

sebelumnya. Data penelitian diperoleh melalui penelusuran literatur dari berbagai 

sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga pemerintah, artikel berita, hingga 

publikasi resmi organisasi masyarakat sipil. Teknik analisis dilakukan dengan menelaah, 

membandingkan, dan mengkritisi berbagai referensi yang relevan untuk menemukan 
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pola, perspektif, serta argumentasi akademis yang dapat memperkuat pembahasan 

(Tumangkeng & Maramis, 2022).  

Selain itu, validitas data dijaga melalui seleksi ketat terhadap literatur yang 

digunakan, dengan memprioritaskan sumber yang kredibel dan mutakhir (Adlini et al., 

2022). Proses analisis dilakukan secara tematik, yaitu dengan mengelompokkan hasil 

literatur ke dalam tema-tema utama, seperti urgensi RUU Perampasan Aset, dinamika 

Aksi Demo 2025, serta implikasinya terhadap pencegahan fraud keuangan negara. 

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman 

komprehensif dan mendalam mengenai hubungan antara gerakan sosial, kebijakan 

hukum, dan strategi pencegahan korupsi di Indonesia. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Urgensi RUU Perampasan Aset dalam Konteks Nasional 

RUU Perampasan Aset menjadi salah satu instrumen hukum yang dianggap krusial 

dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Selama ini, banyak aset 

hasil tindak pidana yang tidak dapat dirampas karena terhalang aturan pembuktian 

konvensional yang berfokus pada pemidanaan pelaku. Padahal, praktik korupsi sering 

kali melibatkan mekanisme penyamaran aset melalui pihak ketiga maupun lembaga 

keuangan. Oleh karena itu, keberadaan RUU ini dipandang mendesak untuk menutup 

celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan keuangan negara 

(Edison, 2023). 

Selain itu, keberadaan RUU Perampasan Aset juga berfungsi sebagai langkah 

preventif yang dapat mempersempit ruang gerak pelaku fraud. Dengan ancaman 

perampasan aset, potensi keuntungan dari kejahatan keuangan akan semakin kecil 

sehingga menurunkan minat individu maupun kelompok untuk melakukan korupsi. Hal 

ini tidak hanya berdampak pada pemulihan kerugian negara, tetapi juga meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, RUU ini bukan hanya 

instrumen hukum represif, melainkan juga strategi jangka panjang dalam membangun 

tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas (Pantoli, 2024). 

Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset merupakan instrumen 

hukum yang bertujuan memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi 
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sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. Melalui pengaturan yang jelas dan tegas mengenai pelacakan, penyitaan, 

pengelolaan, dan pemulihan aset hasil tindak pidana, RUU Perampasan Aset ini hadir 

untuk menutup celah hukum yang selama ini kerap dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. 

Dengan demikian, keberadaan RUU Perampasan Aset ini diharapkan mampu 

memperkuat asas kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak negara dan masyarakat 

dari kerugian yang timbul akibat praktik korupsi (Kaban & Kholiq, 2025). 

RUU Peramapasan Aset juga memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif 

dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset hasil rampasan dan sitaan negara untuk 

kepentingan publik. Pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan akan 

memastikan bahwa hasil pemberantasan korupsi tidak berhenti pada pemidanaan pelaku, 

tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Dengan semangat 

mendukung Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, RUU Perampasan Aset ini menjadi pijakan penting untuk 

membangun tata kelola aset negara yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada 

kesejahteraan rakyat (Shintawulan et al., 2024). 

Aksi Demo 2025 sebagai Wujud Desakan Publik 

Gelombang demonstrasi yang terjadi pada tahun 2025 merupakan bentuk nyata dari 

meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya regulasi perampasan aset. 

Ribuan mahasiswa, aktivis antikorupsi, dan elemen masyarakat turun ke jalan untuk 

menekan pemerintah dan DPR agar segera mengesahkan RUU tersebut. Aksi ini 

menunjukkan bahwa publik tidak lagi sekadar menuntut penegakan hukum pada individu 

pelaku, melainkan juga mendesak adanya kepastian pengembalian kerugian negara secara 

sistematis (Qadri et al., 2025). 

Dalam Aksi Demo ini menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset harus dipandang 

sebagai pilar utama pencegahan fraud keuangan negara (Nugraha, 2022). Tanpa adanya 

langkah konkret dalam bentuk regulasi yang tegas, maka cita-cita mewujudkan Indonesia 

bebas korupsi hanya akan menjadi slogan semata. Aksi demo ini bukan sekadar gerakan 

jalanan, melainkan sebuah penanda sejarah bahwa masyarakat menuntut perubahan nyata 

demi masa depan bangsa yang lebih bersih dan berintegritas. 
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Demo 2025 juga memperlihatkan fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap negara. 

Melalui aksi kolektif, publik menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya berjalan di 

ruang legislatif, tetapi juga melalui partisipasi langsung rakyat dalam mengawal 

kebijakan. Hal ini menandakan adanya kedewasaan politik masyarakat dalam 

memperjuangkan tata kelola negara yang lebih bersih (Dwiyanto, 2021).  

Keterkaitan Fraud Keuangan Negara dengan Lemahnya Regulasi 

Fraud dalam keuangan negara muncul akibat lemahnya sistem pengawasan dan 

regulasi. Kasus penyalahgunaan anggaran, penggelapan, hingga suap, kerap berakhir 

tanpa pengembalian aset negara secara utuh. Hal ini menimbulkan kerugian ganda: 

pertama, negara kehilangan sumber daya; kedua, masyarakat kehilangan kepercayaan 

pada sistem hukum. Dengan adanya RUU Perampasan Aset, diharapkan fraud dapat 

ditekan karena hasil kejahatan tidak lagi bisa dinikmati oleh pelaku (Kaban & Kholiq, 

2025). 

RUU Perampasan Aset memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam 

menindaklanjuti praktik fraud keuangan negara dengan menekankan pada aspek 

pemulihan kerugian negara, bukan hanya pemidanaan pelaku (Laia & Yusuf, 2025). 

Regulasi ini memungkinkan negara untuk menyita dan mengelola aset hasil tindak pidana 

secara efektif, meski proses peradilan pidana belum selesai sepenuhnya. Dengan begitu, 

hambatan yang sering muncul akibat proses hukum yang panjang dapat diminimalisir, 

sehingga kerugian negara dapat segera dipulihkan dan dikembalikan kepada masyarakat 

dalam bentuk program pembangunan (Fuadi et al., 2024). 

Selain itu, keberadaan regulasi ini juga dapat memperkuat kepercayaan publik 

terhadap pemerintah dan lembaga hukum. Selama ini, masyarakat sering merasa pesimis 

melihat kasus korupsi yang hanya berhenti pada hukuman penjara tanpa kejelasan 

pengembalian aset. Melalui RUU Perampasan Aset, masyarakat akan melihat adanya 

komitmen nyata dari negara untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga 

memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Transparansi dalam implementasi RUU ini akan 

menjadi fondasi penting untuk membangun legitimasi negara dalam menjaga integritas 

keuangan publik sekaligus menutup celah terjadinya fraud di masa depan (Sri & Elfindri, 

2024). 
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Prinsip Follow the Money sebagai Landasan Hukum 

Konsep follow the money menjadi pilar utama dalam rancangan regulasi ini. Fokus 

hukum bukan lagi sekadar menghukum pelaku, melainkan mengikuti aliran dana untuk 

memastikan aset yang diperoleh secara tidak sah dapat dikembalikan ke negara. Dengan 

sistem ini, aset yang dikelola melalui perantara atau disamarkan dalam bentuk investasi 

tetap dapat disita. Hal ini merupakan kemajuan besar dibandingkan mekanisme hukum 

yang selama ini masih terbatas (Faisol et al., 2023). Penerapan konsep follow the money 

juga selaras dengan praktik internasional yang sudah diterapkan di berbagai negara untuk 

melawan kejahatan terorganisir, pencucian uang, dan korupsi (Yofiza et al., 2025). 

Dengan menelusuri aliran dana, aparat penegak hukum dapat mengidentifikasi jaringan 

yang lebih luas dari sekadar pelaku utama, termasuk pihak-pihak yang turut menikmati 

hasil kejahatan. Hal ini membuat sistem hukum lebih komprehensif karena tidak hanya 

menghukum individu, tetapi juga memutus rantai distribusi aset ilegal yang berpotensi 

mengancam stabilitas ekonomi negara (Hamson & Makkah, 2021). 

Selain itu, pendekatan ini berfungsi sebagai instrumen pencegahan jangka panjang. 

Jika pelaku fraud mengetahui bahwa aset mereka dapat dilacak dan dirampas meskipun 

dialihkan ke pihak lain, maka dorongan untuk melakukan kejahatan keuangan akan 

menurun. Pada akhirnya, prinsip follow the money bukan hanya sekadar strategi 

penegakan hukum, tetapi juga langkah strategis dalam menciptakan efek jera, 

memperkuat integritas keuangan negara, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat 

terhadap keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi dan fraud (Suwitra et al., 

2024). 

Potensi Efek Jera melalui Perampasan Aset 

Efek jera melalui perampasan aset juga akan menimbulkan dampak psikologis yang 

signifikan bagi para pelaku maupun calon pelaku kejahatan (Herman et al., 2023). Jika 

selama ini hukuman penjara dianggap dapat dinegosiasikan melalui berbagai jalur, maka 

hilangnya aset secara permanen akan menciptakan rasa takut yang lebih besar. Aset yang 

sudah lama disamarkan atau dialihkan kepada keluarga maupun pihak ketiga tetap 

berpotensi dirampas, sehingga tidak ada jaminan bagi pelaku untuk dapat menikmati hasil 

kejahatannya di masa depan. Kondisi ini akan membuat korupsi menjadi aktivitas 

berisiko tinggi tanpa keuntungan nyata (Qadri et al., 2025). 
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Selain itu, perampasan aset memberikan pesan moral kepada masyarakat bahwa 

negara bersungguh-sungguh dalam melindungi keuangan publik. Ketika publik melihat 

aset hasil korupsi benar-benar dikembalikan untuk kepentingan rakyat, kepercayaan 

terhadap pemerintah dan aparat hukum akan meningkat. Transparansi dalam proses 

perampasan dan pemanfaatan kembali aset negara juga dapat memperkuat legitimasi 

hukum sekaligus menegaskan bahwa upaya pemberantasan fraud bukan hanya retorika, 

melainkan tindakan nyata yang berorientasi pada kepentingan bersama (Najib, 2023). 

Implikasi terhadap Tata Kelola Keuangan Negara 

Selain memperkuat stabilitas fiskal, implementasi RUU Perampasan Aset juga akan 

mendorong terciptanya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih disiplin. Dengan 

adanya ancaman perampasan aset, para pejabat publik maupun pihak swasta yang terlibat 

dalam pengelolaan anggaran akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Hal ini 

secara tidak langsung memperkecil ruang terjadinya penyalahgunaan dana publik, karena 

setiap tindakan yang melanggar hukum berpotensi berujung pada hilangnya aset pribadi 

maupun kelompok (Ayu et al., 2025). 

Lebih jauh, keberhasilan implementasi regulasi ini akan menjadi bukti nyata 

komitmen Indonesia dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan keuangan negara. 

Dampak positifnya tidak hanya dirasakan di tingkat domestik, tetapi juga di level 

internasional. Citra Indonesia sebagai negara yang serius dalam memberantas korupsi 

akan meningkat, sehingga dapat menarik lebih banyak investasi asing dan memperkuat 

posisi Indonesia dalam kerja sama global terkait pemberantasan kejahatan keuangan 

lintas negara (Ismakoen, 2023).  

RUU Perampasan Aset sebagai Pilar Pencegahan Fraud 

RUU Perampasan Aset merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk 

memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan tindak pidana keuangan negara. Selama 

ini, banyak kasus korupsi berakhir dengan hukuman pidana bagi pelaku, namun aset hasil 

kejahatan tidak sepenuhnya kembali ke negara (Syaifudin, 2023). Hal ini menyebabkan 

kerugian negara terus berlanjut dan menciptakan kesenjangan keadilan di mata 

masyarakat. Dengan adanya RUU Perampasan Aset ini, negara memiliki dasar hukum 
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yang kuat untuk merampas dan mengembalikan aset meskipun pelaku meninggal dunia, 

melarikan diri, atau sulit dibuktikan secara pidana (Azkia, 2023). 

Dari perspektif pencegahan, RUU Perampasan Aset diyakini mampu menciptakan 

efek jera yang lebih kuat. Pelaku fraud tidak hanya kehilangan kebebasan melalui 

hukuman penjara, tetapi juga tidak dapat menikmati hasil kejahatannya. Ancaman 

perampasan aset ini akan menurunkan insentif bagi individu maupun kelompok untuk 

melakukan fraud, karena risiko yang dihadapi jauh lebih besar dibandingkan potensi 

keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya menindak 

kejahatan yang sudah terjadi, tetapi juga berfungsi mencegah terjadinya penyalahgunaan 

keuangan negara di masa depan (Oktobrian et al., 2024). 

Selain itu, penerapan RUU Perampasan Aset akan memperkuat tata kelola 

keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel. Aset yang dikembalikan dapat 

dimanfaatkan kembali untuk kepentingan publik, sehingga meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum. Lebih jauh, keberhasilan 

regulasi ini akan memperbaiki citra Indonesia di mata internasional sebagai negara yang 

berkomitmen serius dalam melawan korupsi. Oleh karena itu, RUU Perampasan Aset 

bukan hanya instrumen hukum represif, melainkan juga pilar strategis dalam membangun 

pemerintahan yang bersih dan berintegritas (Anggraini et al., 2024). 

Refleksi dan Harapan 

Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa Aksi Demo 2025 bukan sekadar protes 

jalanan, melainkan sebuah gerakan moral, akademis, dan sosial yang berorientasi pada 

masa depan bangsa. Harapannya, RUU Perampasan Aset dapat segera disahkan dan 

diimplementasikan dengan konsisten sebagai pilar utama pencegahan fraud keuangan 

negara (Suhanda et al., 2024). Dengan demikian, bangsa Indonesia dapat bergerak 

menuju sistem hukum yang lebih adil, tata kelola keuangan yang bersih, dan kepercayaan 

publik yang kembali pulih (Nugraha, 2022). 

Harapan ke depan, RUU Perampasan Aset tidak hanya berhenti pada tahap 

pengesahan, tetapi juga diikuti oleh implementasi yang transparan, akuntabel, dan bebas 

dari intervensi kepentingan. Aparat penegak hukum, lembaga pengawas, dan masyarakat 

sipil harus bersinergi dalam memastikan bahwa regulasi ini berjalan sesuai dengan tujuan 
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awalnya, yakni mencegah fraud dan mengembalikan aset negara yang hilang. Dengan 

komitmen yang kuat, RUU ini dapat menjadi tonggak penting dalam membangun sistem 

hukum yang lebih berintegritas serta mewujudkan Indonesia yang bebas dari praktik 

korupsi (Dizarahadi, 2023). 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Aksi Demo 2025 yang menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset 

mencerminkan adanya kesadaran kolektif masyarakat terhadap urgensi penguatan 

regulasi dalam memberantas fraud keuangan negara. RUU ini dianggap krusial karena 

menghadirkan paradigma baru pemberantasan korupsi melalui pendekatan follow the 

money yang menitikberatkan pada pengembalian aset hasil kejahatan kepada negara, 

bukan sekadar pemidanaan pelaku. Keberadaan RUU ini diharapkan menjadi pilar utama 

dalam pencegahan fraud, karena mampu memberikan efek jera yang lebih nyata dengan 

menutup peluang pelaku menikmati hasil kejahatannya. Selain itu, implementasi 

perampasan aset berpotensi memperkuat tata kelola keuangan negara, menambah 

kepercayaan publik, serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional sebagai 

negara yang serius dalam memberantas korupsi. 

Dengan demikian, Aksi Demo 2025 tidak hanya berfungsi sebagai bentuk protes 

jalanan, tetapi juga sebagai gerakan moral dan sosial yang mengawal proses legislasi 

penting. Apabila RUU Perampasan Aset dapat disahkan dan dijalankan secara konsisten, 

transparan, dan akuntabel, maka Indonesia akan memiliki fondasi hukum yang kuat untuk 

mencegah fraud serta membangun sistem keuangan negara yang lebih bersih dan 

berintegritas. Saran bagi peneliti selanjutnya yaitu dengan pendalaman studi 

implementasi di mana peneliti berikutnya dapat mengkaji lebih jauh bagaimana 

implementasi RUU Perampasan Aset jika disahkan, termasuk hambatan hukum, teknis, 

dan politik yang mungkin muncul dalam praktik. Selanjutbya analisis perbandingan 

internasional, disarankan untuk melakukan studi komparatif dengan negara lain yang 

telah menerapkan kebijakan perampasan aset, sehingga dapat ditemukan best practices 

yang relevan diterapkan di Indonesia.   
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